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BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR “? TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,

Menimhb:ang : bahwsa untuk melaksanakan

kelentuan Pasal 31 ayet (2)
Undang-Undang Nomor & Tzahun
2014 tentang Desa, perlu
membentuk  Peraturan  Daerah
tentang Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan, dan pemberhentian
Kepala Desa.

Mcngingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:



2. Undang-Undang Nomor 29
Tahun 1959 tentang
Pembentukan Dacrah-Dacrah
Tingkat 1T di Sulawest (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 1822,

3. Undang-Undang Nomor G
Tahun 2014 tentang Dcesa
[lemhbaran Nepara Republik
Indanesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3295];

4. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang
Pemecrintahan Dacrah (Lembaran
Negara Repubhlk Indonesia

Tahun 23149 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3587),
sebupmimana ledah SRRNTATEL §
beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor G
Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 215 Nomor o8,
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Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5679);

0. Peraturan Pemenntalh Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pclaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014
Nomor 123 Tambahan
Lemnbaran Nepira Republik

Indonesia Nonior 5339).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAHKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGHKATAN,
PELANTIKAN, DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Kabupalen Gowa,
3
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b
a

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyvelenggara Pemerintahan  Daecrah yang
memmpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom;

Dewan  Perweskilan Rakyat  Daerah  vang
selanuinya  disingkat DPRD adalah  lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
schagai unsur penyclengegara Pemerintahan
Daerah;

Bupali adalah Bupat Gowa;

Desa adalah kesatuan masyvarakat hukum vang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan muosyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/arau
hak tradisional vang diakui dan dihormati dalam
sislem pemmenntahan Negara Kesaluan Republik
Indonesta;

Pemerintahan Desa adzalah peayelenggara urusan
permcrintahan  dan  kepentingan masyarakast
seiempal dalam sisiern pemerinlaban  Negara
Kesatuan Republik Tndonesia;

Pcmerintah Desa adalah Kepala Desa atau yvang
discbut dengan nama lain dibantu perangkat
Des: sebagar unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang
melaksanakan funpsi pemerinlahian yvang
angegntanya merupakan wakil darn penduduak
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11,

14,

Dcsa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan
ditetapkan sccara demokratis:;

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara
Badan Permusyawaralan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggaralkan oleh
BPD  untuk menyepakati hal yang bersifaf
strateps,

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih
Kepala Desa yang bersifat langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil:

Kepala Desa adalah Pejabat Pemcerintah Desa
yang mempunyai wewenang, lugas dan kewajiban
untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;

- Punitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa vang

selanjulnya  disebut Panitia Pemilihan Desa
adalah Panitia vang dibentuk olch BPD untuk
menyc¢lenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;

- Panitia Permhihan Kepala Desa Tingkat Ksbupaten

vang selanjutnya disebut Panitia Pemilikan
Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati
pada  tngkat Kabupaten dalam mendukung
pelaksunaan pemilihan Kepala Desa;

Calon Kepala Desn adalah bakal calon Kepala
Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan
sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala
Desa; '
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17.

18.
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21).

21.

. Calon Kcpala Desa Terpilih adalah calon Kepala

Desa yang memperoleh suara lerbanyak dalam
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

Penjabat Kcpala Desa adalah seorang pejabat
yang diangkat oleh pejabat yang herwenang
untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang
serla kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu
tertentu;

Pemilih  adalah penduduk desa vang
bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan
untuk menggunakan hak pilih dalam pemiliban
Kepala Desa;

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya
disingkat DPS adalah daftar pemilih vang disusun
berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum terakhir vang telah diperbaharui dan
dicek kembuli atas kebenarannya serta ditambah
dengan pemilih bary;

Daftar Pemilih Tambahun adalah daftar pemilih
vang disasun berd:ssarkan usulan dari pemnilin
lrarena yang bersangkuran belum terdaftar dalam
Daftar Pemilih Sementara;

Daftar Pemilih Tetap vang selanjutnya disingkat
DPT adalah daltar pemilih yang telah ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan scbagai dasar penerituan
identilns pemilih dan jumlah pemilih dalam
pemilihan Kepala Desy;

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan
olch Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para
pemilih dalam rangka mendapatkan duxungan;
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22 Tempal Permungutan Suars, selanutnya disingkat
TP3 adalah tempat dilaksanakannya pemungulan
suara.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2
Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara screntak
satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3
Pemilihan Kepala Desa satu kali atau bergelombang
sebacaimana dimaksud dalam Puasal 2 dilaksanakan
pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah
Kabupatcn Gowa.

Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
diluksanukan dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu  berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa;

h. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

c. ketersediaan  Pepawal Negerl Sipill  yang
memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan 2 (dua) kali dalam jangka wakt &
(enam) tahun,



Pasal 5
(1) Bupati membentuk Panita Pemilihan kabupaten.
(2) Panitia  Pemilihan  Kabupaten  sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) mempunyal tugas sebagai
berikut

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan
menvelenggarakan SEITILLA Lsthapan
pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan
pemilihan kepala desa terhadap  Panitia
Pemilihan Desa,

c. menelapkan jumlab surat suara dan kotak
suara,

d. memfasilitasi pencectakan surat suara dan
pcmbuatan kotak suara seria perlengkapan
pemiiahan lainnya,

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara
dan perlengkapan pemiliban lainnya kepada
panitia pemilithan;

[ omemlasilitasi penyelesaan permasalahan
pemiliban kepala desa tingkat kabupaten;
o, melakukan cvaluasi dan pclaporan

pelaksanaan pemilihan; dan
I, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
ditetapkan dengan Keputusan Dupati.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 6
Pemilihan kepala desa dilaksanakan meiahi tahapan:
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a. persiaparn,

b. pencalonan;

¢, pernungutan suara; dan
d. penetapan.

Bagian Kesatu
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan kepala desa sebapaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. pemberitahiuan BPD kepada kepala desa tentang
akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam)
bulan sebelum berakhir masa jabatan;

b. pembentukan panitia pemibhan kepala desa oleh
BPD dilelapkan dalam jangka wakia 10 (sepuluh)
hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada
Bupati disampaikan dalam jangka wakiu 30 (tiga
maluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan;

d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh
nanitia  kepada  Bupati  melalur Camat  dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) har setelah
terbentuknya panitia pemilihan;

Pasal 8
Pembentukan panitia pemilihan lkepala desa
sebaganimeana  dimaksud dalam Pasal 7 baral b
2



disampmkan secara teriulis oleh BFD kepada Bupati

melalui Camat.

(1)

Pasal 9@

Kecanggotaan panitia pemilihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal &, lerdin darni:

a. ketuz, dipilih darn dan eleh anpggota panitia;

b. sekretaris, bendahara dan anggota, dipilih dari
unsur-unsur perangkat dcsa dan tokoh
masyarekal.

Apahila ketua atau diantara anggola panitia
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ada vang mencalonkan diri untuk pemilihan
kepala des:s alau berhalangan lelap, maka yang
bersangkutan harus menpgundurkan diri dari
keangpotaan panitia dan perubahan susunan
panitia pemilihan ditetapkan kembali oleh Bupati
el atas usul BPD.

Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempurnyai tugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikarn,
menyelenggarakan, ETLEHW AS] dan

mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan,

b. merencanakan dan mengea)ukan biava
pemiliban kepada Bupaf melalhu Camat;

c. melakukan  pendaftaran dan  penetapan
pemilih;

d. mengadakan penjaringan dan  penyaringan
belkal calon;
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. menetapkan calon  vyang telah  memenuhi

persyaratan;
membual berita acara pemilihan:

g. menctapkan tata vcara pelaksanaan pemilihan;
h. menetapkan lata cara pelaksanaan kampanye;
1. memfasilitasi penyediaan peralatan,
perlengkapan dan tempat pecmungutan suara;
]. melaksanakan pemunputan suars;
k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
. menetzpkan calon kepala desa terpilih; dan
m. melakukan evaluasi dan pelaporan

pclaksanaan pemilihan,

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 10

(1) Pemilih vang menggunakan hak pilth, harus
terdaftar sebagai pemilih.

() Pemilih sebagaimana dimeaksud pada avat [1)
haris memenuhn syaral sebagai berikut:

.

b.

e

penduduk Desa vang pada hari pemungutan
suara pemilihan Kepala Desa sudah berumuar
L7 (tugiah belas) tahun atau sudah/pernah
menikah ditetapkan sebagai pemilih;

tidak scdang terganggu jiwa/ingatannyu;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
pnitusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, dan

11



(3)

(1)

()

d. berdomisili di desa paling singkar 6 (enam)
bulan scbelum disahkannya daftar pemilih
scmentara  yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda  Penduduk  atau surat  keterangan
penduduk,

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih

ternvata udak lagi memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud  pada ayat  (2), tdak dapat
menggunakan hak memilih.

Pasal 11

Daftar pemilik dimutakhirkan dan  divalidasi

scsual data penduduk di desa.

Pemutakhiran schbagaimana dimaksud pada ayat

(1], diliikukan karena:

a. memenuhi syarat usia permibh, yvang sampal
dengan hari dan tanggal pemungutan suara
pemiiihan sudah berumur 17 (tujuh belas)
tahiin,

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetam
sudah /pernah menikah!

. telah meninggal duria;

d. pindah domisih ke desa linn; atau

e. belum terdaltar.

Berdasarkan  daftar  pemilih sebagaimana

dimaksud  pada avat (1), Panitia pemilihan

menyusun dan  menetapkan  daflar  pemilih
sementara.

12



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 12
DPS scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (3), dinmumkan oleh panitia pemilihan pada
tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
Jangka waktu pengumuman @ sehagaimmiana
dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) har.

Pasal 13
Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayal (2], pemilih atau anggota
keluarga dapat mengajukan usul  perbaikan
mengenal penulisan nama dan/atau identilas
lainnva.
Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemilih atau anggota kecluarga
dapat memberikan informasi yang meliput
a. pemilih yang terdaflar sudah meninggal dunia;
b. pemilih  sudah tidak berdomisili di desa
tersebut;
c. belum berumur 17 (tujih belas) rahun, tetapi
sudah/pernah menikah; dan
d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak
memenuhi syarat sebagai pemilib.

(3) Apabila  usul  perbaikan  dan  informas:

schagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diterima, panitia pemilihan segera mengadakan
perbaikan daftar pemilih semnenlarsa.

13



Pasal 14
Pemilih yang belum terdaltar, secara akll
melaporkan kepada Panilia Peruliban  melahn
pengurus Rukun Tetangga /Rukun Warga,
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didaftar sebagai pemilih tambahan.
Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana
ditnaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling
lama 3 (tiga) hari.

Pasal 15
Daftar permilihh tambaban diwmumkan aleh
Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah
dijanckau oleh masyarakat.
Jangka waktu pengumuman daftar pemihh
tambahan sebagaimana dunaksd pada ayat (1),
dilaksanakan selama 3 {tiga) hari terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu pcrniyusunan
tambahan.

Pasal 16

Pamitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan
DPS vang sudah diperbaiki dan daflar pem:ibh
tambahan sebagal DPT.

Pasal 17

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,

diumumkan di tempat vang stralegis di desa
untuk diketahi oleh masyarakat.

14



(2) Janghka wakwu pengumuman DPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sclama 3 (tiga) hari
terhitung sk berakhirnya  jangka  waktu
penvusunan DPT.

Pasal 18
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia
menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 19
Rekapitulasi jumlah pemilih tctap, digunakan sebagai
bathan penvusunan kebutuhan surat suara dan alat
perlengkapan pemilihan.

Pasal 20
DFT yang sudah disahkan oleh panitia pemiliban
tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih vang
meninggal dunia, panitia pcemilihan membubuhkan
catulsin dalam  dwadtar permilih tetap pada kolom
keterangan "meningeal dunia”.

Bagian kedua
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 21
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
a. wargs negara Repubhik Tndonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;




g Th

—

memegang, teguh dan mengamalkan pancasila,
melaksanakan undang-undang dasar negara
rcpublik indonesia tahun 1943, serta
mempertahankan dan  memelihara keuluban
negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka
tunggal 1ka;

berpendidikan  paling rendah  tamat  sckolah
menengah pertama atau sedergjat,

herusia paling renduh 25 (dua puluh lima) tahuan
pada saat mendaftar;

bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

terdaftar sebapgal penduduk dan berlempat tinggal
di desa setempal pahng sedikit 1 (satu) tahun
sebelum pendaftaran;

. tidak scdang menjalani hukuman pidana pecnjara;

tidak pernah dyatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan  pengadilan vang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana vyang diancam dengan pidana penjara
paling singkal & (luma) taban ataog lebih, keouah 5
(lima) tahun setelah selesal menjalanl pidana
perjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan
permab dipidana serta bukan  sebagail  pelaku
kejahatan berulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnva scsuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempuny:ai
kekuatlan hukum tetap;

berbadan sehat;

tidak pernah sebagai Kcpala Desa sclama 3 (tiga)
Zali masa jabatan;
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat
di desa yang bersangkutan;

mcmenuhi syarat-syarat lain vang sesuail dengan
adat istiadal setempat.

Paragraf 2
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa dan
Perangkat Decsa

Pasal 22
Kepala Desa vang akan mencalonkan dint kembal
diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai
dengan selesainya pclaksanaan penctapan calen
terpilih,
Kepala Desa yang akan mencalonkan din
kembali, harus mendapatkan bebas temuan dari
Inspektorat yang dibuktikan dengan surat
keterangan  bebas  temuan dari pejabel
berwewenang, dan apabila tidak dipenuhi syarat
terschbut tidak bisa mencalonkan diri kembali.
Selama masa cutl sebapaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Desa cdilarang mengpunakan
fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan
sebagal calon Kepala Desa,
Dalam hal FKepala Desa cuti  sebuagaimana
dimaksud pada avat (1), seckretaris Desa
mclaksanakan tugas dan kcwajiban Kcpala Desa.

Pasal 23
Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam
pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung scjak

yvang bersangkulan terdaftar sebaga bakal calon
17



(1)

(2)

(1)

Kepala Desa sampal  dengan  selesainya
pelaksanaan penelapan calon terpilih.

Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dirangkap oleh pcrangkat Desa
lainnya yang ditctapkan dengan  keputusan
Kepala Desa.

Paragraf 3
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 24

PNS vang mencalonkan diri dalam pemilihan
Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari
pejabat pembina kepegawaian,

Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terpilth dan diangkat menjadi Kepala Desa,
yang bersangkutan dibcbaskan scmentara dari
jabatannyea selama menjacd: Kepali Desa tanpa
kehilangan hak sebagail PNS,

PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala
Desa scbagaimana dimaksud pada avat (2] berhak
mendapatkan tunjangan Kepala  Desa  dan
penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 4
Penelitian Calon, Penetapan dan
Pengumuman Calon

Pasal 25
Panitin pemilihan melakukan penelitian terbadap
persyvaratan  bakal calon meliputi  penelitian
kelengkapan dan  kcabsahan — administrasi
pencalonan.

18



(2)

(3)

(4]

(1)

(2)

(1]

(2)

Penciitian kelengkapan dan keabsahan
adminsiras: sebagmmana dimaksud pada ayal (1)
disertal klarifikasi pada instansi yang berwenang
vang dilengkapi dengan surat kcterangan dan
yang berwenang.

Pamtiz pemiliban mengumumkan hasi penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada
masyarakat untuk memperoleh masukan.
Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada avat (3), waph diproses dan ditindak lanjpati
panitia pemilihan.

Pasal 26

Dalam hal bakal calon kepala desa  yang
memenuhl persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua)
orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia
pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon
kepala desa menjadi calon kepala desa.

Calon kepala desa vang ditectapkan scbagaimana
dimaksud pada aval (1} diumumkan kepada
masyarakat.

Pasal 27

Dalam hal hakal calon vang memenuhi
persvaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 kurang dari 2 (dus) orang, panitia pemilihan
memperpanjang  waktu pendaftaran selama 20
(dua puluh) hari.

Dalam hal Dbakal calon vang memenuhi
persyaratan tetap kurang dart 2 (duw) setelah
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perpanjangan waktu pendaftaran sebagmmana
dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampal
dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Apabila dalam tenggang waktu sebugaimana
dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala
Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat
Kepalee Desa dari  pegawai  Negeri  Sipil
dilingkungan pemerintah Kabupaten Gowa.

Pasal 28

Dalam hal bakal calon yang memenuhil persyaratan
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 21 lebih dari
o (lima) orang, panitia melakukan scleks: tambahan
dengan menggunakan kriteria pengalanan bekerja di
lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan
persyaralan lain vang ditetapkan Bupati.

(1)

(<)

12)

(4)

Pasal 29
Penetapan calon kepala desa diserlan dengan
penentuan nomer urut melalui undian secara
Ler ke oleh Panitia pemilihan.
Undian nomor urut calon schagaimana dimaksud
pada ayat (1), dinadiri oleh para ca.omn.
Nomor urul dan nama calon yang telah
ditetapkan  disusun dalam daftar calon dan
dituangkan dalam berita acara pcnetapan calon
Kepala Dcsa.
Panitia pemilihan mengumumkan melalui media
masa dan/datau papan pengumuman  tentang
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(1)

nama calon vang tclah ditetapkan, paling lama 7
(Lujuh) har sejak tangeal ditetapkan.
Penigurmaman sebagammana dimakesud pada ayat
(4) bersifat inal dan mengikat.

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 30
Calon Kepala desa dapal meclakukan kampanye
sesual dengan kondist sosial budaya masyarakal
Desa.
Pelaksanaan kampanye scbagaimana dimaksud
puda ayal (1] dalam jungka waktu 3 (tiga) Hari
sebelum dimulainya masa tenang.
Kampanyc sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis
seriz Ejhﬁr'tangp_'l_lng _]:'1 wab.

Pasal 31
Kampanyc  scbagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 30 ayat (1) memuat visi dan misi bila
terpilih sebagai kepala desa.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

merupakan keinginan vang ingin diwujudkan
dalam jungka wakiu masa jabatan kepala desa.
Misi sebagaimana dimaksud pada avat [1) berisi
program vang akan dilaksanakan dalam rangka
mewujudken visi

Pasal 32

Kampanye sebapgiomana dunoaksud delam Pasal 31

ayat [1) dapat dilaksanakan melahaii:
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£l
.

2

pertemuan terbatas;
tatap muka
dialog;

. penyebaran bahan Kampanye keprirda umum;

pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan

di tempat lain yang ditentukan oleh panitia
pemilihan; dan
kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

&l

Is.

mempersoalkan  dasar  negara  Pancasia,
Pembukaan Undung-Undang Dasar Negara
Republik Indnnesia Tahun 1945, dan bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
melakukan keglatun yang membahayakan
keutuhan Negara Kesatuan Republik [ndonesia;
menghina  sescorang, agama, suku, ras,
goiongan, calon dan/atau Calnn yang lain;
menchasut dan mengadu-domba pCrseorangsn
atau masyeralat;
mengeanggu ketertiban umum,;
mengancam untuk melalakan kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kckcrasan kepada
seseorang, sekelompok anggota misyarakat,
dan/atan Calon yang lain;
merusak dan/atau menghilangkan alat pcraga
Kampanye Calon;
menggunakan fasilitas pemerintah,  tempat
ibadah, dan tempat pencdidikan;

X2



1. membawa atau menpeunakan cambar
dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar
dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
clan

J. menjanjikan atau memberikan uang  atau
materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanve dalam kegiatan Kampanve
dilarang mengikulsertakan:

a. kepala desa;

b. perangkat desa;

c. anggota BPD.

Pasal 34

Pelaksana Kampanve vyang melanggar larangan

Kampanye sebagaimana dimalisud dalam Pasal 33

ayat (1) dikenal sanks:;

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanve
raclanggar larangan walaupun belum  terjadi
pangguan; dan

b. penghentian kegiaten Kampanye di lempat
terjacinya pelanggaran atau di suatu wilavah yvang
dapat  mengakibatkan  gangguan  terhadap
keamanan yvang berpolensi menvebar ke wilaysh
lair:.

Pasal 35
(1) Masi tenang selama 3 (tiga) harn sebelum harn
dan tangpal permungutan suara.
(2) Ilari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
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Bagian ketiga
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 36
(1) Pemungutan suara sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2), dilakukan dengan memberikan
<uara melalui surst suara yang berisi nomor, tolo,
dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan
masyarzkat desa sctempat.
(2) Pemberian suara uniuk pemilihan sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1] dilakukan dengan
mencoblos salah satu calon dalam suratl suars.

Pasal 37
Penguduan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan
warna surat suara, kotak suara, kelengkapan
peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih
lanjut dalaun Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Jumlah pemilih di TP> ditentukan puanitia
pemilthan.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan lokasinya di tempat yeng mudah
dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat,
serta menjamin scriap pemilin dapal memberikan
suaranya secara langsung,  umuin, bebas,
rahasia, juyur, dan adil.

(3) Jumlah, lakasi, bentuk, dan tata letauk TPS
ditetapkan olch panitiz pemilihan.
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Pasal 39

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau vang
mempunyai  halangan fisik lain pada saat
memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh
partia atau orang lin atas permimtaan pemibihb.

(2) Angpota panitia ataun orang lain vang membantu
pcmilih scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib  merahasiakan  pibhan  pemilth  yang
hersaungkutan.

Pasal 40
Pemilih yvang menjalani rawat inap di rumah sakit
atau scjcnisnva, yang sedang mcnjalani hukuman
penfjara, pemilth  yang fidak mempunyanr  tempat
tinggal tetap, yang tinggal di nerahu atau pekerja
lecpas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan
suara di TPS khusus,

Pasal 41
(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara,
panitia pennhibian melakukan kegiaten:
a. peimbukaan kotak suara;
t. pengeluaran seluruh 1s1 kotak suara;
c. pengidennhbkasian jenis dokumen can
peralatan; dan
d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan
peralatan,
(2) Kegiatan panitia scbagaimana dimaksud pada
ayal (1) dapat dibadin oleh saks: dan calon, BPD,
pengawas, dan warga masyvarakat. |
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(3]

(1)

12)

(3)

(4)

Kepiatan panilia sebagaimana dimaksud puda
ayat (1), dibuatkan berita acara  yang
ditandatangani oleh Ketlua panitia, dan sekurang-
kuranpgnya 2 (dua) anggota panitia serta dapal
ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 42
Qetelah melakukan  kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), punitia
memberikan penjelasan mengenal lafa cara
pemungutan suara.
Dalam pemberian suara sebagnimana dimaksud
pada ayat (1), pemilih diberi kescmpatan oleh
panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran
pemilih.
Apabila menerima surat suara yang rcrmyata
rusak, pemilih dapat meminta sural suard
penggenii  kepada panitia, kemudian panitiz
mermberikan sural suara pengganti hanya satu
kali.
Apabila  terdapat kekeliruan dalam  cara
memberikan suara, pemilih dapat meminta surel
suara pengganii  kepada panitia, panitia
memberikan surat suard pengganti hanya satu
kali.

Pasal 43

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sab
apabila:
4. surat suara ditandatangeni oleh ketus panitia;
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tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu] kotak
segl cmpat yang memuat satu calon;

tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak scgi
empat yang memuat nomor, folo dan nama calon
yang telah ditentukan;

. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam

salah satu kolak segi empat yvang memuat nomor,
foto dan nama calon, dan/atau

tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak
scgl empat yang memuat nomor, foto dan nama
cedon,

Pasal 44

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia

sctelah pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai

sebagaimana dimaksud pada ayai (1), pamlia

pemilihan menghitung :

a. jumlah pemilin  vang memberikan suara
berdasurian salinan dalitar pemilih tetap untuk
TPS;

D, jumiah psmiliii dari TPS lain,

c. jumliah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh
pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS clch panitia
permilihan dun depal dihadiri dan disaksikan oleh
saksi  ecalon, BPFD, pengawas, dan warga
masyarakat.




(4) Saks calon dalam penghirangan SLra

()

(©)

(7)

(8)

(1)

sehagaimana dimaksud pada avat (3], harus
membawa  surat mandat  dari calon  yang
bersangkutan  dan menyerahkannya kepada
Ketua panitia.

Panitia membuat berita acora hasil penghitungan
suara yung ditandatangani oleh ketua dan paling
serlikit 2 (dua) orang anggota panitia serta dapal
ditandatangani oleh saksi calon.

Panitia memberikan salinan Berita Acurn  hasil
pcnghilungan suara sebagaimana dirnaksud pada
ayal (5) kepada musing-masing suksi calon yang
hadir sebanyak 1 (salu) eksemplar dan
mencmpelkan 1 (sat] eksemplar sertifikat hasil
penghiiungan suara di tempat umum.

Herita acAra bescrta kelengkapannya
sebagaimana  dimaksud pada avat (6],
dimasuklkan dalam sampul khusus vang
disedinkan dan dimasukkan ke dalam kotak
suara yang puada bagian luar ditempel label atau
segel,

Panitia.  menyerahkan  berita  acara hasil
penghitungan suara, Surat swuara, dan alat
kelengkapan  administrass pemungutan dan
penghitungan suara kepada BPD segera setelan
selesul penghitungan suara.

Pasal 45
Calon Kepala Dcsa yang memperoleh  suara
terbanyak dari jumlah suara sah ditctapkan
sebagai calon Kepala Desa Lerpilih,
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(2) Dalam hal jumlah ealon Kepala Desa terpihh vang
memperoleh suara terbanyak yvang sama lebih
dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih
dari 1 (satu), calon  terpilih  ditctapkan
berdasarkan suara lerbanvalk pada TPS dengan
jumlah pemilih terbanvak.

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh
suarg terbanyak yang sama lcbih dari 1 (satu)
calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon
terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah temnpat
tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 46
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan
suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat
lain vang terjeamn keamanannya.

Bagian keempat
Fenetapan

Pasal 47

(1) Panitia pem:ilihan kepala dess menyvampaikan
laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

(2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala
desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
menyampalkan calon kepala desa terpilih
berdasarkan suara terbanyak kepada DBupati
melalul camat dengan tembusan kepada kepala
desa.
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(3) Bupati menetapkan pengesahan dan
pengangkatan kepala desa dengan keputusan
Bupati.

BAB IV
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
KEPALA DESA

Pasal 48

(1) Ilasil Pemilihan Kepala Desa ditctapkan dengan
Surat Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan
Berita Acara Pemilihan dari Panitia dan disahkan
oleh Bupati.

(2) Pengesahan Bupati tentang pengangkalan Kepala
Desa paling lama 7 (tujuh) hari sebelum berakhir
masa jabatan Kcpala Desa yang bersangkutan.

(3) Kepada Calon terpilih yang diangkal sebugal
Kepala Desa pada saat pclantikan diberikan
Keputusan Dupati tentang Pengesahan.

Pasal 49

(1) Tanggal pelantikan  Kepala  Desa lerpilib
dilaksanskan tepat pada saat berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa Lama,

(2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimalksud
pada avai (!), Kepala Dcsa yang bersangkutan
dizmbil sumpah/janji menurut agama dengan
sungpuh-sungguh, ocleh Bupati atau pcjabat lain
yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para
anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat
lninnya dalam wilayah Desa yang, bersangkutan.
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(3) Susunan kata-kata S/ Jatg el
acdalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya  bersommgosdsg b |
bahwa saya akan memenulii  hewa(llugr o,
sclaku Kepala Desa dengan  webail Sooib i
sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bobiwg oo
akan selalu twat dalam  mengamalloons o
mempertanhankan Pancasila sebagai davinge e
dan bahwa saya akan menegakkan kel
demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 seii
melaksanakan scgala Peraturan Perundunpn
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlalo
bagi Desa, Daerah dan Negura Kesatuan Republik
indonesia”.

Pasal 50O

(1) Bepala Desa memegang Jabatan selama 6 (enam)
tehun  terhitung sejak tanggal pelaksanaan
pelantikan.

[2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa
jabatan secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut.

BABV
PEMEERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 51
(1) Kepula Desa berhenti Karena :
a. meninggal Dunia
b, permintaan Sendiri; atan
c. diberhentikan
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(2] Kepala Desa diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufc karena :

4. bherakhir masa jabatannya

b. tidak dapat mclaksanakan lUFas SEeCAaTt
berkelanjutan atau berhalangan tetap sccara
berturut-turut selama 6 (enain) bulan.

c. tidak legs memenuht syarat sebapai kepala
Desa

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

e. adanya perubahan slalus Desa 1nenjadi
Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa ataul
lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atail
penghapusan Desa.

[ tidak melaksanakan kewsjiban sebagni Kepala
Desa; atau

g. dinvatakan sebugai terpidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempinyai
kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti  sebagaimana
dimaksud pada ayut (1), Badan Permusyawarafan
esa melaporkan kepada Bupati melalu Camat.

(4) Pemberhentian Kepala Desa  sebagaimand
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupau.

Pasal 52
Dalam hal sisa masa jabatan Kepula Desa yang
berhenti tidak lebih dari 1 [satu) tahun karena
diberhentikan sebagaimana dimmaksud dalam Pasal
51 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) hurul
b, hurutl o, huruf d, huruf { dan huruf g, Buputi
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menganglkal Pegawal Negeri Sipil dari Pemerintah
Daerah Kabhupaten sebagai Penjabal Kepala Desa
sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 53

Dalam hal sisa masa jabatan kepala dess yanp
berhenti lebih  dari 1 (satu) tahun karena
diberhentikan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 51 ayat (1) huruf a dan hurul b serla avat (2)
huruf b, huruf a, huruf d dan huruf g, Bupati
mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah
Daerah Kabupaten sebagal Penjabat Kepala Desa
yang baril melalul hasil musyawarah Desa,

Pasal 54

(1) Daliirn hal  tenudi kebiyjakan  penundaan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa
yvang habis masa jabatannya tetap diberhentikan
dan  selamuinya Bupali mecngangkat Peniabat
Kepala Desa.

(2) Kebijakar peaundaan pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa scbagaimana dimaxsud pada ayat (1)
difelapkan oleh Menter,

(3) Bupati mengangkat penjebat Kepala  Desa
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pepawai
Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Crowe,

Pasal 55
(1) Pegawai Ncgern  Sipil yvang diangkat sebagai
g g & g
penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud

dalam
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Pusal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (3) paling
cedikit harus memahami bidang kepemimpinan
dan teknis pemerimtahan.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagnimana dimaksud
pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan
kewajiban serla memperolch hak yang sama
decngan Kepala Desa.

Pasal 56

(1) Kepala Desa berstatus Pegawal Negeri Sipil apabila
berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan
kepada instansi induknya.

(2) Kepala Desa yang bersfatus Pegawai Negeri Sipil
apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagal
Pegawai Negeri Sipil diberhentiken dengan hormat
sebagai Pegawal Negeri Sipil dengan memperoleh
hak sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

BAB Vi
PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 57
(1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kahupaterl.
i2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatandan
Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan
pemungiitan suara,
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BAR VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58
Terhadup Kepula Desa vang telah dilantik, Bupati
berkewajiban raenyelenggarakan pembekalan
mengenal wewenang, tugas dan kewajiban serta
ispek-aspck lainnva yang menyvangkut
penvelenggaraan pemerintah Desa.

Pasal 59
Pembekalan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 58,
haris dilakukan secara terprogram dan terpadu serta
diarahkan unmik dapat meningkatkan kualitas
kepala desa dan penvelenggaradn pemerintahan Desa
sesial dengan kemajuan zaman.

BAB VIII
RKETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
Dengan berlakanyvi Peraturan Daerah ini, Peraturan
Dacrak Kabupaterr Gowa Nomor 5 Tahun 2006
lentang iata cara pencalansan, pemilihan,
pengangkalan, pelantikan dan pemberhentian Kepala
Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61
I'eraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini
tiarus  ditetapkan  paling lama 1 (salu) tahun
lerhining sejak Peraturan Dacrah ini diundangkan.




Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diindangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriniahkan
Pengundangan Peraturan  Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa.

Ditelapkan di Sungguminass:
33 tanggal 31 Imssnoer . 75

Dinndangkan di Sungghum'maga
E—ada tanggal 31 besember 2015

»,
RETARIS DAERAH

=
."--I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015
NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KARBUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN 4 TAHUN 2015
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KAWUIATIN WA

NOMOR 3 TAMUN 20 I K
TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTINAN AN
PEMBERHENTIAN KEPALA DIKHA

1. UMUM

Peraturan Daerah ini merupalkean sl e
Undang-Und:ang Nomor 6 Tahun 2004 Wwidaug
Desa dalan rangka TSR TR RTRT TR A
penyelenggaraan pemerintahar, Desa, polalouaamg
pembangunan Desa, pembinaan kerasy ol
Desa, dan pemberdavaan masyarakal | h
Denguan demikian, lingkup pengaturan Paralin
Daerah  in1  Berkaitan dengan  penjting
mengenal Pemerintahan Desa, Peraturan [l
Ini mengatur secara lebih Lerperinet mengenal il
cera pemilihan kepala Desa secara leinipmiagg
Fengangkatan, Pelantikan dan Pemberhen
Kepala Desa,

Peraturan Dacrah ini disusun dalam rangln
mewujudkan penyelenggaraan Desa Vang
didasarkan pada asas penyelenggaraan
pemcrintahan yang baik serta sejalan dengan asas
pengaturan Des: sebagaimana disunanatkan oleh
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Desiy, antara lain  kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan pemerintahan, tertib
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II.

kepentingan umum, keterbukaan, prolesionalitas,
akuntabilitas, efektivitas dan cfisiensi, kearifan
lokal, keberapaman serta partisipasi. Peraturan
Naerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah
Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan
lainnya dalam mewnjudkan tujuan
penvelenggaraan Desa, yakni terwujudnya Desu
vang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa hurus
kehilangan jati dirl.

Peraturan Daerah tentang Pemnilihan,
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian
Kepala Desa ini  untuk akan menjadi dasar
hukum pemerintah  daerah  Kabupaten Gowa
untuk dapat melakukan Pemilihan Kepala Desa
sccara serentuk ataupun bergelombang,
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian
Kepala esa.

Peraturan Dacrah ini terdiri dari 62 Pasal dan 7
BAB, diantaranya adalah Ketentuan Umum,
Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa, Pencalonan, Kepala Desa, Perungkat
Desa, dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon
Kepala Desa, Pengangkatan dan Pelantikan
Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa,
Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa, Pembinaan
dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa
dilaksanakun secara serentak” adalah pemilihan
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kepala Desa yang dilaksanakan pada han yvang
sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa
dan kemampuan biaya pemilihan

Pasal 3 s/d
Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan © Calon Kepala Desa wajib
mementihi persyaratan” adalah dokumen
mengenal persyaratan administrasi bakal calon,
antara lain, terdiri atas;

I. Surat keterangan sebagal bukti sebagai warga
negara Indonesia dari pejubat  tingkal
kabupalen;

2. Surat pernvataan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha I[sa vang dibuat oleh vang
bersangkutan di atas kertas segel atau
bermeteral cukup;

3. Surat pernvaltaan memesgang  leguh dan
mengamaealliin Paricasila, Undang-Undang
Nasar Negara Republik Indonesia Tahun 19435,
mempertashankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indoncsia dan
Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat olch yang
bersangkutan di atas  kertas  segel atau
bermeteral cukup;

4. [jazah pendidikan formal dan tingkat dasar
sarnpal dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi
oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan
dari pejabat vang berwenang;
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10.

11,

1

. Surat pernyataan hersedia dicalonkan menjadi

kepala Desa  yang  dibuat  oleh  vang
hersangkuran Jdi  atas kertas segel  alau
bermeleral cukup;

~ Karin tanda penduduk dan sural keterangan

bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun
sebelum pendaltaran dari rukun
tetangga/rukun warga dan kepala Desa
sctempat:

. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa

idak pernah  dijatuhi  pidana  penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kckuatan hulkum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih;

. Surat kelerangan dari kctua pengadilan negeri

bahwa tidak sedang dicabut hak pilihoya
sesual dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyal hukum tetep;

Surat keterangan berbadan sehat dari rumah
sakit umum daerah; dan

Surat keteranpan dari pemecrintab  daerab
kabupaten can

Surat pernyataan darl vang bersangkutan
bahwa tidak pcrnah menjadi kepala Desa
selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 22 s/d
Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
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Pasal 50

Ayart (1)
Yang dimaksud dengan “ fterhufung sejak
tanggal pelantikan” adalah seseorang yang
telah  dilantik scbagai Kepala Desa muka
apabila yang bersangkutan mengundurkan
diri sebelum habis masa jabatannya dianggap
telah menjabatl satu periode masa jabatan G
(cnam) tahun

Ayart (2]
Kepala Dcsa yang telah menjabat salu kali
masa jabatan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempalan
untuk mencalonkan kembali paling lama 2
(dua) kali masa jabatan. Sementara irtu,
kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali
masa jabatan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 diberi keempatan
untuk mencelonkan kembali hanya | (satu)
kall masa jabatan,

Pasal 51
Avat (1)
Cukup jelas,

Aval (2

Huruf a
Yang dimaksud dengan “berakhir masa
jabatannya” adalah apabila scorang Kepala
Desa yang telah berakhir inasa jabatannya 6
(cnam) tahun terhitung tunggal pelantikan
harus dibcrhentikan. Dalam hal belurn ada
calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan
pemnilihan, diangkat penjabat.,

Huruf b
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atau berhalangan terap” adalah apabila
Kepala Desa  menderita sakit  yang
mengakibatkan, baik fisik maupun mental,
ridak  berfunpsi  secara  normal  yung
dibuktikan dengan surat keterungan dokter
yang berwenang dan/atau lidak diketahui
keheradaannya.

Ayat (3)
Culkup jelas.

Avat (4)
Culkup jelas,

Pasal 52 s/d
Pasal 56
Cukup jclas.

Pasal 57

Avat (1)
Biaya  Pemilihan  Kepala Desa  vang
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Kubuputen adalah untuk
pengadaan sural suara, kotak suarsg,
kelengkapan peralatan lainnya, honorarium
panitia dan hiaya pelantikan.

Avat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58 s/d
Pasal 62
Cukup jelus.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR
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